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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
rahmat-Nya, Rencana Strategik 2019 — 2024 (RENSTRA OPD)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku dilaksanakan guna memenubhi
amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bab X Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Maluku Tahun 2019 ini, diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai
salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Negara dapat melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsi (Tupoksi), sehingga pada akhirnya akan tercipta Tata Pemerintahan yang baik
(good governance).

Semoga penyusunan Renstra 2019 — 2024 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku ini dapat bermanfaat.

Ambon, Januari 2020

Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU

Ir. FRANS JOHANIS PAPILAYA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610312 198603 1 021
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Maluku disusun sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap PD
(Perangkat Daerah) diwajibkan menyusun Renstra-PD dengan memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada

RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD

dan bersifat indikatif.

1. Tahap pertama adalah persiapan penyusunan meliputi :
a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renstra PD; (terlampir)
b. Orientasi mengenai Renstra PD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; (terlampir)
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan

SIPD.

2. Tahap kedua adalah penyusunan rancangan awal meliputi :
a. Analisis gambaran pelayanan;

b. Analisis permasalahan:
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c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d. Analisis isu strategis;
e. Perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta
target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
f. Perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran
serta target kinerja PD; dan
e. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (f) serta program dan pagu indikatif

dalam rancangan awal RPJMD.

3. Tahap ketiga adalah penyusunan rancangan meliputi :

a. Menyempurnakan rancangan awal renstra PD berdasarkan surat edaran
Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra PD;

b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat
Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai
bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD; dan

c. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah.

4. Tahap keempat adalah Pelaksanan Forum PD/Lintas yaitu memperoleh masukan
dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan

kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Tahap kelima adalah perumusan rancangan akhir meliputi :

a. Proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
tentang RPJMD;

b. Mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat
Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
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2019-2024

6. Tahap terakhir adalah penetapan Renstra PD merupakan rancangan akhir Renstra
PD yang disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh

pengesahan Kepala Daerah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
(Berdasarkan Permendagri No 86/2017)
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Gambar 1.2
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah

RENSTRA RPJMD
3. & 5. RANCANGAN AWAL 1. TEKNOKRATIK RPJMD
9. & 11. RANCANGAN RENSTRA PD 2., 4. & 6. RANCANGAN AWAL RPJMD ‘

10. FORUM PERANGKAT DAERAH 7. FORUM KONSULTASI

17. PENYEMPURNAAN 8. PENYEMPURNAAN
RANCANGAN RENSTRA PD RANCANGAN AWAL RPJMD
18. PENETAPAN RENSTRA PD 12. RANCANGAN RPJMD ‘

13. MUSRENBANG ‘

14. RANCANGAN AKHIR RPJMD ‘

15. RANPERDA RPJMD ‘

16. PENETAPAN RPJMD ‘

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman di
Provinsi Maluku adalah pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama vyang
mendorong pertumbuhan permukiman. Pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk
yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan yang sesuai kebutuhan
menyebabkan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan
terjangkau sehingga menurunkan kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan

kawasan kumuh di perkotaan.

Mengingat permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana
permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas,
khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan
hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan
perumahan dan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian
sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung
dengan suatu perencanaan program yang sinergis dan integral dalam setiap bidang
secara konseptual dan realistis dalam menentukan prioritas pengembangan
perumahan dan permukiman yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan
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1.2.

yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat pusat

maupun daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku diharapkan selanjutnya dapat disusun tahapan
pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan
orientasi target dan sasaran masa depan pada masing-masing kegiatan bidang

perumahan dan permukiman.

Landasan Hukum
Landasan riil dari Renstra Perangkat Daerah adalah Pancasila dan Undang-Undang

dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal PUPR;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ....... Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
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22. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan
A. Maksud:
1. Sebagai Dokumen perencanaan yang memuat rumusan, arah kebijakan dan

program pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman,;

2. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

B. Tujuan:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi
Maluku secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu vyang berbasis
hasil/kinerja;

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;

4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;

5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Babl.  Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab Il. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai
tugas yaitu, Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah Provinsi, dengan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
. Pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

N o v s

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Secara lebih rinci, tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dijelaskan dalam tabel

berikut:



RENSTRA DINAS PKP PROVINSI MALUKU

Tabel 2.1

Uraian Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang Pada Dinas PKP Provinsi Maluku

Fungsi

Tugas

Kepala Dinas

Memimpin, mengarahkan,
menerapkan kebijaksanaan dan
program kerja serta mengawasi
pelaksanaan tugas sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan

dan di bidang Kawasan Permukiman;

. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan

dan di bidang Kawasan Permukiman;

. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung

di Perumahan dan di bidang Kawasan Permukiman;

. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di

bidang Perumahan dan di
Permukiman;

bidang Kawasan

. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan di bidang Perumahan dan di
bidang Kawasan Permukiman;

. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
. Pelaksanaan

tugas lain vyang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Melaksanakan  urusan  dan
memberikan pelayanan teknis
dibidang

kepegawaian,

umum dan
perencanaan,
keuangan dan aset.

. Melaksanakan

. Melaksanakan

i. Melaksanakan dan

. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran

sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
pengelolaan dan  pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan;

. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga,

humas dan protokol;

. Melaksanakan koordinasi penyusunan program,

kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;

. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-

tugas bidang;
pengelolaan kearsipan  dan

perpustakaan dinas;

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi

dan tata laksana;

. Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja di

bidang administrasi dengan perangkat daerah
terkait;
mengkoordinasikan urusan

ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

10
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Fungsi

Tugas

j. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja

. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja

(LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra,
Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat
menyurat;

utama (IKU) dinas;

(PK)

Bidang Rumah Umum

Merencanakan, memonitoring,
dan mengevaluasi kebutuhan
dan kelengkapan dasar fisik
lingkungan hunian.

. Melaksanakan pendataan dan perencanaan rumah

. Melaksanakan penyediaan/fasilitasi rumah umum,

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rumah

umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah
komersil;

rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;

umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah

komersil.
Fungsi Tugas

Bidang Rumah Swadaya

Merencanakan, mengatur, Melaksanakan pendataan dan perencanaan
memonitoring serta bantuan rumah swadaya;

mengevaluasi  pemberdayaan . Melaksanakan pemberdayaan dan pelaksanaan
dan pelaksanaan rumah bantuan rumah swadaya;

swadaya. . Melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan

rumah swadaya.

Bidang Kawasan Permukiman

Melaksanakan pendataan,
merencanakan, pencegahan
serta  peningkatan

perumahan

kualitas
kumuh dan
permukiman kumuh dengan
pemanfaatan dan pengendalian
kawasan permukiman

perkotaan maupun perdesaan.

. Melaksanakan

. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian

Melaksanakan pendataan dan perencanaan
kawasan permukiman;

pengendalian dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh;

kawasan permukiman.

11
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Fungsi Tugas

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Menyusun dan merumuskan | a. menyusun rencana program, kegiatan dan

kebijakan program dan anggaran bidang Prasarana dan Pembiayaan sesuai
pembiayaan serta dengan rencana kerja dinas;

melaksanakan pengendalian | b. menyusun petunjuk teknis, pengawasan, dan
dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kegiatan dibidang Prasarana dan
kegiatan di bidang prasarana Pembiayaan;

dan pembiayaan untuk | c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
kepentingan penyelenggaraan dibidang Prasarana dan Pembiayaan;

perumahan dan kawasan | d. melaksanakan monitoring dan evaluasi
permukiman. pelaksanaan kegiatan dibidang Prasarana dan

Pembiayaan;
e. melaksanakan  fasilitasi pembangunan  dan

pemeliharaan dibidang Prasarana dan Pembiayaan.

B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Maluku disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan susunan
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Rumah Umum, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan

b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
5. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan

b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
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6. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.

7. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan

b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PKP Provinsi Maluku

Kelembagaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Kelompok Jabatan
Fungsional

Sekretaris Dinas

Ka. Subag
Ka. Subag
Kepegawaian dan Perencanaan, Ka. Subag

Uisans Evaluasi, dan Keuangan dan Aset
Pelaporan

Ka. Bidang Rumah Ka. Bidang Rumah Ka. Bidang Kawa: Ka. Bidang Prasarana &
Swadaya Permukiman Pembiayaan

Ka. Seksi A I Ka. Seksi 2 Ka. Seksi Ka. Seksi
Perencanaan dan Perencanaan dan - J Perencanaan dan 5 Perencanaan dan
I Pengendalian [ Pengendalian ‘ Pengendalian Pengendalian

f S GRS RS SRS S e | - . RO

Ka. Seksi i Ka. Seksi — 2 Ka. Seksi Ka. Seksi
Penyediaan dan Penyediaan dan - Penyediaan dan - Penyediaan dan
- Pelaksanaan | Pelaksanaan . Pelaksanaan Pelaksanaan

[~ o o

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
Berdasarkan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya yang mencakup

Sumber Daya Manusia, Asset/Modal, dan unit usaha yang masih operasional.

A. Data Kepegawaian
Berdasarkan data kepegawaian per 30 Agustus 2019 pegawai di lingkungan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berjumlah 149 orang
terdiri dari sebagai berikut:

1. ASN sebanyak 62 orang;
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2. Tenaga Harian sebanyak 84 orang;

3. Petugas Keamanan sebanyak 3 orang.

Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
sebanyak 62 orang dengan mempergunakan data per 30 Agustus 2019 dapat

diperoleh kondisi berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan disajikan pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data ASN DPKP PROMAL Sesuai Bidang
berdasarkan Jenis Kelamin Per 30 Agustus 2019

JENIS KELAMIN
NO- LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. | KEPALA DINAS 1 -
2. | SEKRETARIS DINAS 1 -
3. | SEKRETARIAT
PERENCANAAN, EVALUAS| DAN 1 4
PELAPORAN
KEUANGAN DAN ASET 4 9
KEPEGAWAIAN DAN UMUM 4 5
4. | KABID RUMAH SWADAYA - 1
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 4 -
PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN 2 -
5. | KABID RUMAH UMUM 1 -
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 2 2
PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN 4 -
6. | KABID KAWASAN PERMUKIMAN 1 -
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 3 -
PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN 2 1
7. | KABID PRASARANA & PEMBIAYAAN 1 -
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 1 3
PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN 5 -
JUMLAH 37 25

Sumber Data : Bezetting Sementara DPKP Promal Januari 2020

berdasarkan Jenis Kelamin Per 30 Agustus 2019

Tabel 2.2 Data ASN DPKP PROMAL Sesuai Tingkat Pendidikan

NO. | TINGKAT PENDIDIKAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN

1. | Strata 2 (S2) 4 3
2. | Strata1(S1) 22 13
3. | Diploma 3 (D3) 1 -
4. | SMA 10 9
5. SMP - -
6. | SD - -
JUMLAH 37 25

Sumber Data : Bezetting Sementara DPKP Promal Januari 2020
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Tabel 2.3 Data ASN DPKP PROMAL Berdasarkan Tingkat Pendidikan Teknik
dan Non Teknik

TINGKAT PENDIDIKAN
NO. NAMA BIDANG
TEKNIK NON-TEKNIK
1. SEKRETARIAT - 28
2. RUMAH SWADAYA 6 3
3. RUMAH UMUM 5 1
4. KAWASAN PERMUKIMAN 8 1
5. PRASARANA & PEMBIAYAAN 5 5
JUMLAH 24 38

Sumber Data : Bezetting Sementara DPKP Promal Januari 2020

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Mobilitas Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

JUMLAH
NO. JENIS BARANG (UNIT)
1 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 2
2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 16
Jumlah 18

Sumber Data : Bezetting Sementara DPKP Promal Mei 2019

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
(selain Kendaraan Dinas/Operasional) per-31 Desember 2018

No. Jenis Barang J:'UT‘::;‘ No. Jenis Barang J(uL:: II:)h No. Jenis Barang J;‘J?‘ I:)h
1 Air Conditioner (AC) 28 14 | Printer 13 27 | Kursi Hadap Depan 10
2 Almari Besi 16 15 Server 1 28 Kursi Rapat Ruangan 14
3 Almari 7 16 Peralatan Fingerprint 1 29 Kursi Kerja 5
4 Meja Kayu/Rotan 13 17 Meja Kerja Eselon IV 3 30 Meja Rapat Es. Il 1
5 2?:'::”" TERG O 3 18 | Alat Komunikasi Telp Lainnya 2 31 | Meja Kerja Es. Ill 5
6 | Kursi Besi/Metal 280 19 | Organ/Elektone 1 32 | Meja Kerja Es. Il 1
7 Tempat Tidur Kayu 1 20 | Adaptor 1 33 Hard Disk 1
8 Meja Rapat 2 21 Screen 1 34 Kamera Video 1
9 Sofa 7 22 Mesin Jilid 1 35 Rak TV 1
10 | Televisi 3 23 | Power Supply 1 36 | Meja % Biro 80
11 | PC 6 24 Kamera Elektrik 1 37 | Alat Kantor Lainnya 3
12 | Laptop 12 25 Proyektor+Attachment 2 38 Brankas 1
13 | Notebook 2 26 E?:;i:ii SArSip untuk Arsip 1 39 | Mesin Absen 2

Jumlah 380
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2019 - 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2017-2019

Indi kator
Kinerja
. arget
Sesuai Indi Rata-Rata
Tugas dfan Lasrg;t Target | Kato r Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Pertumbuhan
No Fungsi IKK Lai Tahun ke Tahun ke Tahun ke
Perangkat nnya
Daerah
2017 2018 2019 2017 2018 2109 2017 2018 2019
APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBD APBN | APBD | APBN | APBD APBN APBD | APBN APBD | APBN | APBD APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 23
Luas 346.9 140.90 113.28 96.17 65.10 96.17 -[ 17 18.77 84.90 4.93
Areal (Ha)
Kumuh
Luas 447.22 430.55 414.67 406.73 16.67 15.88 -l 794 3.73 3.55 1.78
Areal
(Ha)
Non
Kumuh
Jumlah | 72119 69,888 20 | 3,500 65 3,000 | 001 429 | 003 | 485 | 009 | 416
RTLH (Unit) (Unit)
5 66,368 20 63,303 65 60,238 5 3,000
Backlog [ 83,707 83,438 83,169 82,786 4 | 82,742 269 383 4 40 0.32 0.46 0.05
Perumah | (ynit) (Unit)
lan
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Dalam rangka pencapaian empat indikator kinerja tahun 2018 pelaksanaan
program/kegiatan untuk mengurangi Luasan Kawasan Kumuh, Penanganan
Kawasan Non-Kumuh (PSU), pengurangan jumlah RTLH dan pengurangan angka
Backlog Perumahan, masih terdapat target penanganan yang belum terpenuhi

dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas Areal Kumuh dari total 346,9 (Ha) sudah tertangani 51,41%, masih tersisa
48,59%;

2. Luas Areal Non Kumuh (PSU) dari total 447,22 (Ha) sudah tertangani 9,04%,
masih tersisa 90,96%;

3. Jumlah RTLH dari total 72.119 (Unit) sudah tertangani 13,26%, masih tersisa
86,74%; dan

4. Backlog Perumahan 83.707 (Unit) sudah tertangani 0,82%, masih tersisa
99,18%
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Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku 2017 - 2019

(Anggaran dan Realisasi x 1.000.0

. . . . . Rata-Rat
Anggaran pada Tahun Ke Realisasi anggaran pada Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Pe:tzm:uian
Tahun Ke Ke
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
APBD | APBN | APBD | APBN APBD APBN | APBD | APBN | APBD | APBN | APBD | APBN APBD APBN | APBD | APBN | APBD | APBN
KUMUH | 2,295 3,136 10,430 2,295 - | 3,136 -| 5,215 - 100 - | 100 -| 50 -
NON 87,410 55,456 61,008 87,410 - | 37,456 -| 30,504 - 100 -| 67.5a -| 50 -
KUMUH
(PSu)
RTLH 1,810 |43,265| 2,000 |52,500 | 1,235 | 52,500 | 1,810 | 43,265| 2,000 | 52,500| 1,235 | 52,500 100 100 100 100 100 100
BACKLOG - | 49,240 - | 53,180 | 2,097 | 4,250 -| 49,240 -| 53,180| 2,097 | 4,250 - 100 - 100 - | 100
Presentas
e
100 100 70 100 52 100 100 100 70 100 52 100 75.00 50 66.89| 50 50 50
Program
yang
Tercapai
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Dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2017 - 2018 tidak ditemui

kendala yang berarti karena pengeluaran keuangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

INDIKATOR CAPAIAN SPM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU

Jenis Indikator Target Capaian Batas Waktu Capaian
NO Pelayanan K
Pencapaian
Dasar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KK JIWA KK JIWA | KK | JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA
Penyediaan | Jumlah warga 72 360 a4 220 | 69 | 345 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100
dan Negara
rehabilitasi korban
rumah bencana yang
yang layak memperoleh
1 huni bagi rumah layak
korban huni
bercana peningkatan
provinsi Kualitas (PK)
Fasilitasi Jumlah Warga | 336 | 1.680 | 150 | 750 | 25 | 125 350 | 1.750 | 300 250 | 1.250 | 200 | 1000 | 150 | 750
penyediaan | Negarayang
rumah terkena
yang layak relokasi
huni bagi akibat
masarakat program
yang Pemerintah
terkena Daerah
2 relokasi provinsi yang
program memperoleh
Pemerintah | fasilitas
Daerah penyediaan
provinsi rumah yang
layak huni.
Pembangunan
rumah susun
dan khusus

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi (untuk kabupaten kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
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Tabel 2.8 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Internal

Eksternal

Kekuatan

Peluang

1. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

2. Tersedianya SDM bidang permukiman
dan perumahan

3. Tersedianya sejumlah anggaran untuk
kegiatan

4. Tersedianya peraturan perundang-
undangan tentang Perumahan dan
permukiman

1. Tingginya pertumbuhan pembangunan
kawasan permukiman dan perumahan

2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan
perumahan yang memadai

3. Menigkatnya kebutuhan akan
prasarana, sarana utilitas yang memadai

4. Adanya mekanisme peran serta swasta
dalam pengembangan perumahan

5. Adanya bantuan pemerintah pusat

6. Koordinasi melalui teknologi informasi
dapat dimanfaatkan untuk menunjang
kegiatan

Kelemahan

Ancaman

1. Kurangnya tenaga teknis dibandingkan
dengan banyaknya infrastruktur yang
ditangani

2. Kurangnya validasi data tiap tahun

3. Belum optimalnya produktivitas kerja
pegawai

1. Semakin bertambahnya populasi
penduduk

2.Masih banyaknya rumah tidak layak
huni

3. Masih tingginya Backlog

4. Masih tingginya kawasan kumuh

5. Belum adanya peraturan pengelolaan
PSU
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan. ldentifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan capaian kinerja dan analisis lingkungan strategis dengan
mengidentifikasi peluang dan tantangan sebagaimana telah dikemukakan pada bab

sebelumnya maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Masalah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

Pemenuhan capaian
target di bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dalam
rangka penanganan:

1. | Rendahnya Rasio 1. Perumahan tinggal yang | 1. Faktor Pertumbuhan

pemukiman layak huni berdempetan dan padat. Penduduk

2. Akses jalan yang tidak
2. Faktor Sosial Ekonomi

bisa dilalui oleh
kendaraan roda Empat 3. Faktor Sarana dan
3. Ketersediaan Sanitasi Prasarana Dasar

dan Drainase yang tidak

. . | 4. Tidak tersedianya Talud
memenuhi kriteria

. Permukiman
lingkungan sehat
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
2. | Rendahnya rasio rumah 1. Sebanyak 63.303 Unit | Banyak Perumahan tidak
layak huni Rumah belum memenuhi | memenubhi standar
standar rumah layak | keselamatan bangunan,
huni. kesehatan dan kecukupan
luas ruang
3. | Masih tingginya backlog 1. Sebanyak 82.786 KK di | Jumlah pertumbuhan
Provinsi Maluku belum | penduduk tidak sebanding
memiliki rumah dengan pemenuhan
kebutuhan rumah
Bidang Urusan
Interpretasi
dan Indikator
. Faktor — Faktor
Kinerja Belum Tercapai (<)
Ne- Penyelenggaraan i Permasalahan Penentu
Sesuai (=) Keberhasilan
Pemerintah
Melampaui (>)
Daerah
(1) (2) (3) (4)
4 | Perumahan
4.1 | Rasio Pemukiman 1. Masih tersisa | 1. SK Kumuh
layak huni 11328 Ha | Kab./Kota
yang belum | 2. Keterpaduan
tertangani penanganan antar
2. Kawasan sector
< Permukiman . Keterpaduan
belum penanganan antar
memiliki PSU sektor
yang . Perencanaan
memadai detail yang
Seluas memenuhi
+414.67 Ha readinees kriteria
4.2 | Rasio Rumah Layak < 1. Sebanyak Pendataan dan
Huni 63.303 RTLH |  Verivikasi
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No.

Bidang Urusan
dan Indikator
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah

Daerah

Interpretasi
Belum Tercapai (<)
Sesuai (=)

Melampaui (>)

Permasalahan

Faktor — Faktor
Penentu

Keberhasilan

belum

tertangani

. Sosialisasi RTLH

. Pelatihan

pertukangan

. Keswadayaan

masyarakat

4.3

Backlog Perumahan

1. Jumlah KK

yang belum
memiki
rumah
sebanyak

82.786

. Pendataan dan

validasi data

. Penanganan

pemerintah pusat
dan daerah

(Prov./Kab.)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjabaran yang

lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku sehingga semua

langkah-langkah yang disusun dalam Renstra sejalan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024. Visi: “Maluku

yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan

Berdaulat atas gugus Kepulauan”.

Misi:

1.

2
3
4.
5

Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;

. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;

. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;

. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; dan
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3.3

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan

berprestasi.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-4: “Peningkatan
Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.” Dengan rencana program penurunan
angka kemiskinan yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman
mencakup rencana pembangunan perumahan (backlog), rehabilitasi rumah tidak layak

huni (RTLH), penataan kawasan kumuh/ non kumuh.

Adapun rencana pembangunan tersebut antara lain:

(1). Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan
kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan;

(2). Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan perumahan
pada setiap Gugus Pulau;

(3). Meningkatkan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan lahan,
sumber pembiayaan, prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan
perumahan berbasis keswadayaan masyarakat;

(4). Mengembangkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan
perumahan dan pemukiman pada semua tingkatan pemerintah daerah serta
fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan pemukiman yang transparan dan
partisipatif;

(5). Mengarahkan pembangunan perumahan pada kawasan yang lebih aman dari

bencana alam dan mitigasi.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas PKP

Untuk sementara ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
belum memiliki telaahan Renstra K/L yang dapat dilampirkan, dikarenakan agenda
untuk telaahan renstra K/L belum dilaksanakan dan sebagai pengganti, berikut kami

lampirkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang mendapatkan

penekanan pada periode RPJMN 2015-2019. Pembangunan infrastruktur dasar seperti
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perumahan dan permukiman dilakukan secara masif dan merata. Sebagai salah satu
sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, proporsi rumah tangga yang
memiliki akses terhadap rumah layak huni pada tahun 2018 telah mencapai 38,3

persen atau meningkat sekitar 4 persen dari tahun 2015.

Pembangunan infrastruktur 2020-2024 akan dihadapkan pada beberapa dinamika
lingkungan strategis baik yang dipengaruhi situasi dalam negeri maupun tuntutan
agenda global. RPJMN 2020-2024 yang merupakan periode terakhir untuk memastikan
seluruh amanat RPJPN 2005-2025 juga menjadi langkah awal dari upaya perwujudan
Visi Indonesia 2045. Di sisi lain, pada periode ini juga merupakan bagian dari upaya
pemenuhan rencana aksi global untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta
menjamin keberlanjutan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Agenda 2030
untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai lingkungan strategis ini kemudian

menjadi bagian kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya
pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target
dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-
SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 169 indikator
yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke
dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, dimana pembangunan infrastruktur akan
berkontribusi langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan seperti penyediaan
perumahan dan permukiman dalam rangka pencapaian Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan

Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan”.

Penanganan perumahan masih diartikan sebatas pada peningkatan kualitas rumah
dalam bentuk bedah rumah, padahal fasilitasi penyediaan perumahan juga mencakup
perbaikan delivery system dari sisi supply dan demand, dimulai dari pengadaan tanah,
perizinan, pembangunan, hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas
pembiayaan. Dari sisi kelembagaan, rendahnya kapasitas penyelenggara dan
kelembagaan sistem terlihat dari belum optimalnya kinerja penyelenggara layanan

dasar.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh belum terintegrasinya perencanaan

baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana
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pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Sinkronisasi perencanaan dan
implementasi turut dipersulit oleh banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan
oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan

belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal.

Sedangkan untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP),
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-
KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah
disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan
melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah,

swasta, dan masyarakat).

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah
meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan
permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman
kumuh. Strategi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan dari sisi

permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan enabling environment.

Strategi dari sisi permintaan (demand side) melalui:

1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka
mewujudkan pembiayaan perumahan vyang efisien, termasuk optimalisasi
permanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti dana jaminan sosial/
pensiun serta pengembangan operasionalisasi Badan Tabungan Perumahan
Rakyat (BP TAPERA);

2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui skema
subsidi yang progresif termasuk phasing out skema subsidi yang tidak tepat
sasaran dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang; dan

3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat
berpenghasilan tidak tetap dan/atau membangun/memperbaiki rumah secara

swadaya.
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3.4

Strategi dari sisi pasokan (supply side) melalui:

1) Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan
terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem
transportasi publik;

2) Pengembangan sistem perumahan publik di perkotaan, termasuk kawasan
industri;

3) Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui inclusive urban
renewal dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman
kumuh;

4) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan

5) Pengembangan peran BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan.

Sedangkan strategi dari aspek enabling environment, dilakukan melalui:

1) Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan;

2) Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk
perumahan;

3) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia
usaha;

4) Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat dan dunia usaha;

5) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan; dan

6) Pengembangan bantuan perumahan bagi kelompok 40% penghasilan terbawah.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

RTRW Provinsi Maluku berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Nasional dan
menjadi matra ruang dari RPJPD, acuan penyususnan RPJMD dan rencana rinci tata
ruang kawasan strategis. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku adalah
mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar bagian

wilayah melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya, pencegahan fungsi dan tatanan

lingkungan hidup, pencegahan bencana alam dan pengembangan sistem keterkaitan
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serta berkembangnya wilayah Provinsi Maluku dengan memanfaatkan potensi dan
peluang wilayah, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan aspek ekonomi,

sosial, politik dan hankam.

Berdasarkan hasil analisis, Provinsi Maluku mempunyai beberapa kawasan
strategis yang diprioritaskan (karena keberadaan atau untuk mendukung
pengembangan sektor yang diprioritaskan) didasarkan pada beberapa pertimbangan,
antara lain yaitu :

(1). Pengembangannya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempunyai
pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas (provinsi bahkan nasional);

(2). Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan itu akan membutuhkan lahan
dalam skala besar;

(3). Pengembangannya mempunyai prospek ekonomi yang cerah;

(4). Pengembangannya dapat memacu perkembangan wilayah sekitarnya yang miskin
dan terbelakang;

(5). Pengembangannya dapat mengurangi permasalahan di wilayah sekitarnya;

(6). Sektor yang akan diakomodasikan mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup
provinsi/nasional;

(7). Adanya minat dan kecenderungan investasi swasta dan pemerintah yang cukup
tinggi.

Selain didasarkan pada keberadaan sektor-sektor strategis yang perlu
dikembangkan, penentuan kawasan strategis ini juga didasarkan pada tingkat
kepentingan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang
telah ditetapkan. Kawasan dengan fungsi lindung merupakan kawasan yang
diprioritaskan penggunaannya untuk kawasan lindung, sedang penggunaan untuk

kawasan budidaya ditentukan jika kawasan lindung telah ditetapkan.

Kawasan strategis di Provinsi Maluku yang perlu diprioritaskan pengembangan
dan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun
waktu rencana adalah :

(1). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan:
Kawasan Khusus Pertahanan Keamanan Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar,

Kepulauan Babar, Kepulauan Leti, Moa, Lakor, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau
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Lirang. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan wilayah provinsi lain dan negara

tetangga, maka pengembangan kawasan ini diarahkan untuk tujuan pertahanan
keamanan.
(2). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
(a). Kawasan Seram Barat (GP 2);
(b). Kawasan Seram Selatan (Malteng) (GP 5);
(c). Kawasan Seram Timur (GP 4);
(d). Kawasan Seram Utara (Malteng) (GP 3);
(e). Kawasan Pulau Buru (GP 1);
(f). Kota Ambon (GP 7);
(g). Kepulauan Tanimbar (GP 10);
(h). Kepulauan Kei (GP 8);
(i). Kawasan Bula (SBT) (GP 4);
(j). Kawasan Benjina (Kep. Aru) (GP 9)
(k). Zona industri Seram Selatan (Malteng) (GP 5);
(). Kawasan Ambon-Natsepa-Tulehu-Liang (GP 7);
(3). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.
(a). Teluk Ambon (GP 7);
(b). Kawasan Bula (SBT) (GP 4);
(c). Kawasan Buru (GP 1).

3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil telaah terhadap dokumen
perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Tingginya perpindahan  penduduk/urbanisasi yang semakin  meningkat
menyebabkan kekumuhan di lokasi padat penduduk;
b. Belum tuntasnya peningkatan dan pemeliharaan PSU Perumahan da Kawasan
Permukiman; Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat
menyebabkan kekumuhan di lokasi padat penduduk;

c. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu peningkatan kualitas;
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d. Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan perdesaan yang belum
memenuhi kriteria layak huni;

e. Tingginya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah
rumah tinggal per KK (kepala keluarga) mengakibatkan masih tingginya tingkat

backlog.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) — 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Maluku.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 adalah:
a. Mewujudkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan aparatur.
b. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berbasis gugus pulau.

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/
dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Maluku dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan
untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.
Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Spesific), terukur
(Measurable), dapat dicapai (Achievable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Timely).
Dalam mencapai tujuan sebagaimana maksud diatas, lebih lanjut dikembangkan sasaran

pembangunan pada tahun 2019 — 2024 sebagai berikut :

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

b. Tersusunnya Rencana Penataan kawasan permukiman yang mengacu pada RTRW.

c. Terlaksananya pembangunan, penataan dan pengembangan ketersediaan rumah
bagi MBR.

d. Terwujudnya keswadayaan MBR untuk pembangunan dan peningkatan kualitas
hunian.

e. Tertatanya kawasan permukiman kumubh.
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f. Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman.

Berikut tabel tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 :
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Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-

N Tujuan Sasaran il i
o ) Tujuan/Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (12)
Mewujudkan Terwujudnya
profesionalisme | tata kelola Presentase
dan pemerintahan peningkatan
1 peningkatan yang efektif, akuntabilitas 100 100 100 100 100 100
pelayanan efisien dan Kinerja Dinas
aparatur akuntabel
Tersusunnya Jumlah
Rencana Dokumen
e Pl RN UETNN DL DTN DTN B
ki h dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen
Mewujudkan permukiman perumahan
pembangunan yang mengacu dan kawasan
pada RTRW permukiman
yang
2 .
berkelanjutan
berbasis gugus
Terlaksananya Presentase
pulau
Pembangunan, penambahan
taan d h kh
penataan dan | rumanxnsus - 409 100 100 100 100 100
pengembangan | danrumah
ketersediaan susun bagi
bagi MBR MBR
Terwujudnya
keswadayaan
pembangunan 34 50 70 90 100
dan pembangunan
. hunian MBR
peningkatan
kualitas hunian
Meningkatkan
kualitas sarana Tertatanya Presentase
3 dan prasarana kawasan pengurangan
perumahan dan permukiman luasan 63.45 67.67 73.29 79.76 85.10 85.10
kawasan kawasan
. kumuh
permukiman kumuh
Terlaksananya
Pembinaan dan
pengawasan Presentase
pembangunan Rumah Layak 73.93 73.95 74.09 74.37 74.77 74.77
perumahan dan | huni
kawasan
permukiman
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu
strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas
yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Maluku.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,
analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan
program oleh OPD yang bersangkutan, maka, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan

sasaran strategi yang ditempuh adalah :

VISI Gubernur dan : “Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan
Wakil Gubernur Maluku Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat
atas Gugusan Kepulauan”
MiISI | Gubernur dan : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Wakil Gubernur Maluku

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
. Mewujudkan 1. Terwujudnya tata | 1. Peningkatan kinerja 1. Pengelolaan dokumen SKPD
profesionalisme dan kelola Dinas yang efektif dan yang baik
peningkatan pemerintahan yang efisien. 2. Terlaksananya
pelayanan aparatur efektif, efisien dan | 2. Peningkatan Perencanaan,
akuntabel akuntabilitas pembangunan,
keuangan dan aset pemeliharaan gedung
Dinas kantor

w

3. Peningkatan . Pengelolaan website SKPD
Kompetensi aparatur | 4. Laporan realisasi kinerja

4. Peningkatan dan keuangan
efektivitas dan 5. Adanya Bimtek, workshop,
efisiensi seminar, dan lokakarya
perencanaaan, 6. Terlaksananya Penyusunan
pengendalian dan Dokumen Perencanaan
evaluasi serta Perangkat Daerah (RENJA,
pengawasan berbasis RENSTRA SKPD dan
teknologi informasi Penatausahaan keuangan

dan asset.
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MISI IV Gubernur dan :  Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Wakil Gubernur

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan 1. Terwujudnya 1. Meningkatkan 1. Pelaksanaan Bantuan
kualitas sarana dan keswadayaan MBR kualitas hunian dan Stimulan  Pembangunan
prasarana perumahan untuk fungsi infrastruktur Baru Rumah Swadaya
dan kawasan pembangunan dan kawasan 2. Pelaksanaan Bantuan
permukiman peningkatan perumahan Stimulan Peningkatan
kualitas hunian. Kualitas Rumah Swadaya
3. Peningkatan kualitas dan
kapasitas pelaku
pembangunan
perumahan dengan

pembinaan dalam rangka
menjamin kualitas dari
pembangunan rumah
yang layak huni

4. Peningkatan
pengembangan kebijakan

dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan
untuk mendorong
terciptanya iklim vyang
kondusif dalam
pembangunan
perumahan, termasuk
dukungan kebijakan
penyediaan  perumahan
bagi MBR.

5. Terpenuhinya kebutuhan
perumahan dan
permukiman akibat

dampak bencana alam
dan kerusuhan sosial.

2. Tertatanya 1. Meningkatkan akses |1. Perbaikan dan
kawasan layanan  masyarakat pemeliharaan Prasarana
permukiman terhadap infrastruktur dan Sarana Utilitas (PSU)
kumuh. dasar

yang telah dibangun pada
kawasan permukiman
kumuh baik di perkotaan
maupun di perdesaan.

2. Peningkatan Prasarana
dan Sarana Utilitas (PSU)
pada kawasan
permukiman kumuh baik
di perkotaan maupun di
perdesaan.
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3. Terlaksananya 1. Mengintegrasikan 1. Peningkatan  koordinasi
pembinaan  dan implementasi dan kerjasama
pengawasan perencanaan dan
pembangunan pelaksanaan

serta penyelenggaraan
perumahan  dan pembangunan

kawasan berbasis gugus pulau program/ kegiatan bidang
permukiman perumahan dan kawasan

pelaksanaan kebijakan

permukiman.

2. Pembinaan, pengawasan
dan pengendalian
pembangunan
perumahan dan kawasan
permukiman.

3. Peningkatan kapasitas
pelaku penyelenggara
pembangunan
perumahan dan
permukiman.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 membutuhkan kerangka
sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-
kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun
indikasi rencana program dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk

mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan pada dokumen Rencana Strategis Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sebagai tindak lanjut
dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi
pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Target
program dan kegiatan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Maluku 2019 - 2024 secara keseluruhan akan meliputi seperti yang
dijelaskan sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
a. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
c. Pembangunan Jalan dan Jembatan
d. Penataan Kawasan/Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
2. Program Penyusunan Kegiatan Pengembangan Informasi Perumahan

dan Permukiman
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g.

. Rapat kerja dan koordinasi perumahan dan kawasan permukiman

Provinsi Maluku (FORUM SKPD)

. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Maluku (Website)
Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Maluku

. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Maluku

Pembuatan Aplikasi e-Office

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekronstruksi Pasca
Bencana

Pedoman perolehan IMB dan Spesifikasi Rumah Layak Huni

3. Program Pengembangan Perumahan

a.
b.

C.

g.

Penyusunan Perda RP3KP
Pembangunan Rumah

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

. Pelatihan Pertukangan

Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Fasilitasi Pembentukan Pokja
PKP 11 Kab/Kota

Kemitraan kementerian/lembaga/pemda, TNI/POLRI, pergruan tinggi,
media dan masyarakat dalam rangka rencana dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) dan kawasan rawan
bencana Provinsi Maluku

Studi Insvestigasi dan Desain Penataan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

d.

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor
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g.
h

. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan alat tulis kantor

. Penyediaan barang cetak dan pengadaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.
b.
C.

d.

e.

f.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung dan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d.

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a.

b.

Rapat-Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah (koordinasi
laporan keuangan, aset)
Monitoring, evaluasi  pengendalian  program/kegiatan  dan

penyusunan

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

d.

Penataan aset-aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Setelah menetapkan rencana program prioritas kegiatan maka disusun
Indikator dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun

kedepan dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini:
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(Pagux Rp 1.000.000)

Indikator Kinerja CD‘“I" Target Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
No. Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Tnlnan,Sasaran.Program P a::::'al atunn Tahun Ke-1 (2019) Tahun Ke-2 (2020) Tahun Ke-3 (2021) Tahun Ke-4 (2022) Tahun Ke-5 (2023) Periode Renstra 2024 Perangkat .
(outcome) dan Kegiatan Daerah Lokasi
(output) el Target Rp Hutang 2018 Perubahan Rp |  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung
Jawab
1 [Meningkatkan
sarana dan prasarana
perumahan dan
kawasan
1 [Tertatanya Kawasan
permukiman kumuh Cakupan Prasarana dan
Sarana dasar Perumahan 7,28 | persen 10,72 14,43 18,35 22,47 26,79 26,79
yang tertangani (PSU)
1 | Peningkatan Kualias Rp 73.774,16 13.374,55 | Rp 61.440,07 54.292,62 Rp 57.007,25 Rp 59.857,61 Rp 62.850,49 Rp 272.430,96
2 [Terajudnya Lingkungan Permukiman
keswadayaan MBR Persentase Pengurangan
untuk pembangunan luas Kawasan Permukiman 58,65 | persen 63,45 67,67 73,29 79,76 85,10 85,10
dan peningkatan Kumuh
kualitas hunian
Pembangunan Saluran Terbangunnya Buru dan
1.1 i g i g di meter? 56690 | Rp 493,20 39619 | Rp 344,68 41599 | Rp 361,92 43564 | Rp 379,01 1.81472| Rp 157881
Gugus Pulau | Kawasan Bursel
Pembangunan Saluran Terbangunnya
1.2 i g i g di 1.828,00 | meter? 2.172,00 | Rp  2.000,00 116,597 | Rp  1.267,10 17983 | Rp 15645 18882 | Rp 164,27 19826 | Rp 172,49 20817 | Rp 181,11 2.947,08| Rp  1.94142 BB
Gugus Pulau Kawasan
Pembangunan Saluran Terbangunnya
13 |p g |D gdi meter* 23908 | Rp 20800 | 40793 | Rp 35490 | 42833 | Rp 37265 | 1.25517|Rp 93555 Malteng
Gugus Pulau Il Kawasan
Pembangunan Saluran Terbangunnya
14 |p g |D gdi 11600 | meter 18600 | Rp 200,00 16663 | Rp 36663 23908 | Rp 20800 | 27929 | Rp 24298 | 29325 | Rp 25513 | 1.17745|Rp 107274 SBT
Gugus Pulau IV Kawasan
Pembangunan Saluran Terbangunnya
15 (D g D g di meter? 187,12 | Rp 162,80 194,61 | Rp 169,31 204,34 | Rp 177,77 214,56 | Rp 186,66 800,62 | Rp 696,54 Malteng
Gugus Pulau V Kawasan
Pembangunan Saluran Terbangunnya Dinas Banda
16 |Drai g |Drai gdi meter* 51500 | Rp 500,00 Rp 277,49 20692 | Rp 18002 | 21519 | Rp 18722 | 22595 | Rp 19658 | 23725 | Rp 20641 | 140031| Rp 104771 | Perumahan | ooy
Gugus Pulau VI Kawasan danKawasan | o
Pembangunan Saluran Terbangunnya Permukiman | Ambon
17 |Drai g |Drai gdi | 434100 | meter® | 2.26800 | Rp 2.13000 564515 [ Rp 214120 | 2.61078 | Rp 227138 | 271521 | Rp 236223 | 2.66582 | Rp 231926 | 2.799,11 | Rp 243522 | 13.05891 | Rp 1152929 | provinsi dan
Gugus Pulau VIl Kawasan Maluku | Malteng
Pembangunan Saluran Terbangunnya Malra dan
1.8 |Drai g |Drai gdi 47400 | meter* 2047 | Rp 2047 18330 | Rp 15947 | 19063 | Rp 16585 | 200,16 | Rp 17414 | 21017 | Rp 18285 78426 | Rp 702,78
Gugus Pulau Vill Kawasan Tual
Pembangunan Saluran Terbangunnya
1.9 |Drai g |Drai g di meter? 212,20 | Rp 184,61 22069 | Rp 192,00 231,72 | Rp 201,60 24331 | Rp 211,68 907,91 | Rp 789,88 Kepulauan
Gugus Pulau IX Kawasan A
Pembangunan Saluran Terbangunnya M/
1.10 | Drai g |Drai gdi meter* 27506 | Rp 23930 | 28606 | Rp 24888 | 30037 | Rp 261,32 | 31539 | Rp 27439 | 1.17688|Rp  1.02389 Kepulauan
Gugus Pulau X Kawasan Permukiman Tanimbar
Pembangunan Saluran Terbangunnya
1.1 |Drai g |Drai g di meter* 32711 | Rp 28459 | 34019 | Rp 29597 | 357,20 | Rp 31077 | 37506 | Rp 32631 | 1.39957|Rp 121763 MBD
Gugus Pulau XI Kawasan
Pembangunan Saluran Terbangunnya
1.12 |Drai Drai g di meter* Rp 4.35893 | 23908 | Rp 20800 | 25103 | Rp 21840 | 26359 | Rp 22932 | 1.08081|Rp 65572 MBD
Gugus Pulau Xil Kawasan
pembangunan Torap o ronjo s dan
1.13 |Turap/Talud/Bronjong A 6500 | meter* 196,36 | Rp 19636 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10
Lingkungan Kawasan Bursel
Gugus Pulau | ¢
pembangunan Lk ey —
1.14 |Turap/Talud/Bronjong ) meter* 119,88 33565 | 12587 | Rp 35244 | 132,16 | Rp 370,06 37791 | Rp  1.058,15 588
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau ¢
pembangunan Torap o ronjo
1.15 |Turap/Talud/Bronjong A meter* 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10 Malteng
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau Il h
pembangunan Terap elubronong
1.16 | Turap/Talud/Bronjong h 94,92 | meter 33184 | Rp 331,84 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10 BT
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau IV h
pembangunan Terap elubronong
1.17 |Turap/Talud/Bronjong ! meter* 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10 Malteng
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau IV h
pembangunan Terap lubronong anda
1.18 |Turap/Talud/Bronjong h 92,60 | meter 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10
Guge Py Lingkungan Kawasan ! Malteng
Dinas
Terbangunya Perumahan
Pembangunan ) Ambon
119 Turap/Tqud/Broniong Turap/Talud/bronjong di 1.357,00| meter’ 2142 | Rp 2182 16926 | Rp 47394 | 17773 | Rp 49764 | 18661 | Rp 52252 sa361| Rp 144,10 | danKawasan | T
Guge pulau vl Lingkungan Kawasan permukiman | 980
Provinsi
Pembangunan ;s:::;‘s‘a‘l"‘flbmmong " Malukd - obon
1.20 |Turap/Talud/Bronjong h 1.357,00| meter? 97801 | Rp 14.518,90 351913 | Rp 1351559 | 3.33554 | Rp 933952 | 239754 | Rp 67130 | 251741 | Rp 7.048,75 | 2.64328 | Rp 740119 | 11.871,78 | Rp 30.502,56 dan
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau VIl ¢ Malteng
Pembangunan IS:::;Tg:Ir\‘Ayda/bmnjong di Malra dan
1.20 |Turap/Talud/Bronjong ! 6000| meter? 1431 | Rp 1431 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10
Lingkungan Kawasan Tual
Gugus Pulau VIl h
LT
1.21 |Turap/Talud/Bronjong h meter? 16926 | Rp 47394 | 177,73 | Rp 497,64 | 18661 | Rp 52252 53361 Rp  1.494,10
Gupe pulauIX Lingkungan Kawasan Aru

44



BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(Pagux Rp 1.000.000)

Indikator Kinerja . D‘“Ia Target Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
No. Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Tujuan,Sasaran,Program P a:::i.l‘al atunn Tahun Ke-1 (2019) Tahun Ke-2 (2020) Tahun Ke-3 (2021) Tahun Ke-4 (2022) Tahun Ke-5 (2023) Periode Renstra 2024 Perangkat .
(outcome) dan Kegiatan Daerah Lokasi
(output) el Target Rp Hutang 2018 Perubahan Rp |  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung
tawiah
Pembangunan iﬁ:::;f:a ‘;a/bmn,on g MTB/
1.22 |Turap/Talud/Bronjong . long di 145,49 | meter? 53,80 | Rp 53,80 169,26 | Rp 47394 177,73 | Rp 497,64 18661 | Rp 522,52 533,61 | Rp  1.494,10 Kepulauan
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau X 5 Tanimbar
.
1.23 |Turap/Talud/Bronjong h jong di 250,00 | meter? 4295 | Rp 42,95 169,26 | Rp 473,94 177,73 | Rp 49764 186,61 | Rp 52252 533,61 Rp  1.494,10 MBD
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau XI h
Pembangunan Iiizz;rgsm%mn;mg di
1.24 | Turap/Talud/Bronjong h meter? Rp 19.559,26 148,88 | Rp 416,85 156,32 | Rp 437,69 164,13 | Rp 459,58 469,33 | Rp 131412 MBD
Lingkungan Kawasan
Gugus Pulau XII €
PembangunanJalandan | Terbangunya Jalan dan Bury dan
1.25 |Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 320,00 meter? 6.762,00 | Rp 8.151,95 23,011 | Rp  3.301,40 1.000,00 | Rp 1.418,00 1.092,39 | Rp 147472 553,02 | Rp 1.548,46 580,67 | Rp  1.625,88 9.988,08 | Rp 6.067,05
Pulaul Gugus Pulau Bursel
PembangunanJalandan | Terbangunya Jalan dan
1.26 |Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 3.032,57 meter? 3.599,00 | Rp 3.450,00 451,99 | Rp 2.774,87 2.300,00 | Rp 3.016,62 232392 | Rp  3.137,29 1.176,48 | Rp 3.294,15 1.23531 | Rp  3.458,86 10.634,70 | Rp  12.906,92 SBB
Pulau Il Gugus Pulau
PembangunanJalandan | Terbangunya Jalan dan
1.27 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap meter? 847,41 | Rp  1.144,00 429,00 | Rp  1.201,20 450,45 | Rp  1.261,26 1.726,86 | Rp 3.606,46 Malteng
Pulau Il Gugus Pulau
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan
1.28 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 379,00 | meter? 242,66 | Rp 242,66 800,00 | Rp  1.043,50 803,88 | Rp  1.085.24 406,97 | Rp  1.139,50 427,31 | Rp  1.196,48 243816 | Rp  4.464,72 SBT
Pulau IV Gugus Pulau
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan
1.29 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 960,00 | meter? 468,00 | Rp 450,00 5381 | Rp 39491 | 150000 | Rp 2.047,50 | 157733 | Rp  2.129,40 79853 | Rp 2.235,87 83845 | Rp  2.347,66 |  5.182,31| Rp  9.15535 Malteng
Pulau v Gugus Pulau
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan Dinas Banda
1.30 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 2.170,00| meter? 3,75 [ Rp 3.000,00 9532 | Rp  1.698,73 800,00 | Rp 1.00850 77692 | Rp  1.048,84 39332 | Rp 1.101,28 41298 | Rp 115635 |  2.38696| RP 601370 | perumahan | oo
Pulauvi Gueus Pulau dan Kawasan | o8
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan Permukiman | Ambon
1.31 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 1153960 meter? | 9.41580 | Rp 10.661,34 179162 | Rp 1040053 | 9.700,00 | Rp 1278600 | 8.15514 | Rp 11.009,44 | 4.12854 | Rp 11.55991 | 433497 | Rp 1213791 | 35.734,45 | Rp 57.89379 |  provinsi dan
Pulau Vil Gugus Pulau Maluku ~ |_Malteng
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan Ambon
1.32 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 1.20000 | meter? 62500 | Rp 1.500,00 6842 | Rp 38075 950,00 | Rp 140550 | 108276 | Rp  1.461,72 548,15 | Rp 1.534,81 57555 | Rp 161155 |  3.78145| Rp  6.394,32 dan
Pulau Vill Gugus Pulau Malteng
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan
1.33 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap meter? 500,00 | Rp 624,00 480,71 | Rp 64896 24336 | Rp 681,41 25553 | Rp 71548 1.479,60 | Rp  2.669,85 Malra fa"
Pulau X Gueus Pulau T
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan Kepulauan
1.34 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap 15000 | meter? 21800 | Rp 300,00 693 [ Rp 180,85 20000 | Rp 286,80 22094 | Rp 29827 11185 | Rp 313,19 117,44 | Rp 32884 86824 | Rp  1.407,95
Pulau X Gueus Pulau Aru
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan M8/
1.35 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap meter? 1.25000 | Rp 175300 | 135046 | Rp 182312 683,67 | Rp 1.914,28 717,85 | Rp 200999 |  4.00198| Rp  7.500,39 Kepulauan
Pulau XI Gugus Pulau Tanimbar
Pembangunan Jalandan | Terbangunya Jalan dan
1.36 | Jembatan Perdesaan Gugus |Jembatan Pedesaan Setiap meter? 847,41 | Rp 114400 429,00 | Rp 1.201,20 450,45 | Rp 126126 | 172686 | Rp  3.606,46 MBD
Pulau XII Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
1,37 |Kawasan/Lingkungan KawasanyLingkungan 420,00 | meter 8,00 | Rp 5.450,00 523394 | Rp  2.739,66 Rp 308,18 23741 | Rp 32051 249,28 | Rp 336,53 261,75 | Rp 353,36 756,45 | Rp  3.750,07 Buru dan
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk Bursel
Perdesaan Gugus pulau| | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
1.3g | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan 3.260,00 | meter? 20581 | Rp 20581 750,00 | Rp  1.157,77 23741 | Rp 32051 249,28 | Rp 336,53 261,75 | Rp 353,36 149845 Rp  2.168,18 BB
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g g
Perdesaan Gugus pulaull | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
1.39 | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan meter? Rp - 38519 | Rp 52000 40444 | Rp 546,00 42467 | Rp 57330 | 1.21430| Rp  1.639,30 Malteng
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g
Perdesaan Gugus pulau lll | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
'Penataan Tertatanya
1.40 | Kewasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan 174,75 | meter? 575 | Rp 2.500,00 851,548 | Rp  2.664,17 500,00 | Rp 822,61 63371 | Rp 85551 66540 | Rp 898,29 698,67 | Rp 943,20 250353 | Rp  6.183,77 SBT
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g g
Perdesaan Gugus pulau IV | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
1.41 | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan 719,00 | meter? 531 | Rp 3.382,00 1.021,52 | Rp  2.794,21 100000 Rp 131329 | 1.011,72 | Rp 136583 | 1.062,31 | Rp 1.43412 | 1.11542 | Rp 1.505,82 419477 | Rp  8.41327 Malteng
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g g
Perdesaan Gugus pulauV | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya ) Banda
1.42 | KawasanyLingkungan Kawasan/Lingkungan meter? 38519 | Rp 520,00 408,44 | Rp 546,00 42467 | Rp 57330 | 121430|Rp  1.639,30 Dinas .
Pemukiman Penduduk iman Penduduk Perumahan alteng
dan Kawasan
Penataan Tertatanya .
: ; Permukiman | Ambon
1.43 | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan 2.206,80| meter? 947 | Rp 6.399,69 177857 | Rp  6.01012 | 530000 Rp 7.33345 | 3.53879 | Rp 477737 | 3.71573 | Rp 5.01624 | 3.90226 | Rp 526805 | 16.46625 | Rp 28.40523 | Provinsi dan
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk Malcks | Malteng
Perdesaan Gugus pulau Vil | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan N Ambon
1.44 2 ; 500,00 | meter 286 | Rp 1.900,00 413,009 | Rp 143830 950,00 | Rp 121541 93631 | Rp  1.264,02 983,13 | Rp 132722 | 103228 | Rp 139358 | 300459(Rp 6.63854 dan
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g g g Matterg
Perdesaan Gugus pulau VIIl | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
1.45 | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan 600,00 | meter? 1,20 | Rp  1.000,00 2854 | Rp 111,31 30000| Re 43365 33407 | Rp 451,00 350,78 | Rp 47355 36832 | Rp 49723 | 135437|Rp  1.96674 Malra dan
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g g Tual
Perdesaan Gugus pulau1X | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
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Indikator Kinerja c"‘“la Target Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
apaian :
No. Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Tnlnan,Sasaran.Program e | e Tahun Ke-1 (2019) Tahun Ke-2 (2020) Tahun Ke-3 (2021) Tahun Ke-4 (2022) Tahun Ke-5 (2023) Periode Renstra 2024 Perangkat .
(outcome) dan Kegiatan | % Daerah Lokasi
(output) ELIT) Target Rp Hutang 2018 Perubahan Rp |  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung
tawiah
Penataan Tertatanya
1.46 | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan meter? 411 | Rp 450,00 Rp 7370 38519 | Rp 520,00 404,44 | Rp 546,00 42467 | Rp 573,30 121841 Rp  2.14665 Kepulauan
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk ! Aru
Perdesaan Gugus pulauX | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan M8/
1.47 a BUNg: 'n/LIngKuUNg: meter? 063 | Rp 403,08 Rp 77,14 200,00 | Rp 268,06 206,51 | Rp 278,78 216,83 | Rp 292,72 227,67 | Rp 307,36 851,64 | Rp  1.224,07 Kepulauan
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk o
Perdesaan Gugus pulauX| | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Penataan Tertatanya
1.4g | Kawasan/Lingkungan Kawasan/Lingkungan meter? 385,19 | Rp 520,00 404,44 | Rp 546,00 42467 | Rp 573,30 1.21430| Rp  1.639,30 MBD
Pemukiman Penduduk Permukiman Penduduk g
Perdesaan Gugus pulau XIl | Pedesaan Setiap Gugus Pulau
Peningkatan Sarana dan | Meningkatanya sarana dan Bury dan
1.49 |Prasarana Umum Gugus Prasarana Umum setiap 51.528,0 meter? 382,00 | Rp 400,00 Rp 400,00 203,73 | Rp 173,17 213,92 | Rp 181,83 224,61 | Rp 190,92 1.024,26 | Rp 945,92
Pulaul Gugus Pulau Bursel
peningkatan Sarana d Meningkatanya sarana dan
1,50 | eningkatan sarana dan Prasarana Umum setiap meter? 63500 | Rp 620,00 Rp 453,49 150,00 | Rp 137,91 168,73 | Rp 143,42 17717 | Rp 150,60 186,03 | Rp 158,13 131694 | Rp  1.043,54 sBB
Prasarana Umum Gugus Il
Gugus Pulau
Peningkatan Sarana dan Meningkatanya sarana dan
151 'eningkatan Sarana da Prasarana Umum setiap meter? 168,73 | Rp 143,42 177,17 | Rp 150,60 186,03 | Rp 158,13 531,94 | Rp 452,15 Malteng
Prasarana Umum Gugus Il
Gugus Pulau
Peningkatan Sarana dan Meningkatanya sarana dan
1,52 | Peningkatan Sarana da Prasarana Umum setiap 25.764,00 | meter? 168,73 | Rp 143,42 177,17 | Rp 150,60 186,03 | Rp 158,13 531,94 | Rp 452,15 SBT
Prasarana Umum Gugus IV
Gugus Pulau
Peningkatan Sarana dan Meningkatanya sarana dan
1,53 | Peningkatan Sarana da Prasarana Umum setiap meter? 183,00 | Rp 200,00 Rp 200,00 16873 | Rp 14342 17717 | Rp 150,60 18603 | Rp 158,13 714,94 | Rp 652,15 Malteng
Prasarana Umum Gugus V
Gugus Pulau
Peningkatan S: d Meningkatanya sarana dan Dinas Band
1.54 Pe”'”g “S 3"””; a”w Prasarana Umum setiap meter? 16873 | Rp 143,42 177,17 | Rp 150,60 186,03 | Rp 15813 531,94 | Rp 45215 | Perumahan Mal" a
rasarana Umum SUeus V| Gugus pulau dan Kawasan | M2lteng
peningkatan Sarana d. Meningkatanya sarana dan Permukiman | Ambon
1,55 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum setiap 25.764,00 | meter 4.699,00 | Rp 4.207,21 428951 | Rp  6.648,29 20373 | Rp 17317 21392 | Rp 181,83 22461 | Rp 190,92 5.341,26| Rp  7.19421 |  Provinsi dan
Prasarana Umum Gugus VIl
Gugus Pulau Maluku | _Malteng
peningkatan Sarana d. Meningkatanya sarana dan Ambon
1.56 |Peningkatan Sarana can Prasarana Umum setiap meter? 20373 | Rp 17317 21392 | Rp 181,83 22461 | Rp 19092 642,26 | Rp 545,92 dan
Prasarana Umum Gugus VIll
Gugus Pulau Malteng
peningkatan Sarana d Meningkatanya sarana dan Mala d
1.57 |Peningkatan Sarana can Prasarana Umum setiap meter? 20373 | Rp 17317 21392 | Rp 181,83 22461 | Rp 19092 642,26 | Rp 545,92 alra dan
Prasarana Umum Gugus IX Tual
Gugus Pulau
. Meningkatanya sarana dan
1.58 |Peninglatan Sarana dan o o oy mum setiap meter? - - 20373 | Rp 17317 21392 | Rp 181,83 22461 | Rp 190,92 642,26 | Rp 54592 Kepulauan
Prasarana Umum Gugus X Aru
Gugus Pulau
Peningkatan S d Meningkatanya sarana dan mTB/
1.59 |Peningkatan Sarana can Prasarana Umum setiap meter? 20373 | Rp 17317 21392 | Rp 181,83 22461 | Rp 19092 642,26 | Rp 545,92 Kepulauan
Prasarana Umum Gugus XI
Gugus Pulau Tanimbar
peningkatan Sarana d Meningkatanya sarana dan
1.60 |Peningkatan Sarana can Prasarana Umum setiap meter? 20373 | Rp 17317 21392 | Rp 181,83 22461 | Rp 19092 642,26 | Rp 545,92 MBD
Prasarana Umum Gugus Xil
Gugus Pulau
3 [Terlaksananya 2. Program Penyusunan Kegiatan | Tingkat Pemenuhan Data
inaan dan Informasi dan Informasi Perumahan
dan i dan i
e Renet e 100 | persen 100 | Rp 1.285,64 Rp 1487,95 100 | Rp 850,00 100 | Rp 892,50 100 | Rp 937,13 100 | Rp 983,98 100 | Rp  4.966,47
perumahan dan
kawasan i
199,16
Rapat Kerja dan Koordinasi | Terlaksananya Rapat Kerja
2.1 |PerumahandanKawasan | dan Koordinasi Perumahan 1,00 | Kegiatan Rp 360,64 Rp 36064 R 35000 R 36250 Rp 37533 Rp 39409 Rp  1.84256 Ambon
Permukiman Provinsi dan Kawasan Permukiman
Maluku (FORUM SKPD) Provinsi Maluku
Tersedianya data mutakhir
Pengembangan Sistem sarana prasarana sebagai
2.2 |Informasi Perumahan dan  |acuan dan evaluasi dalam 1,00 | Paket Rp 200,00 99,58 | Rp 299558 Rp 250,00 Rp 262,50 Rp 27558 Rp 28935 Rp 137701 Ambon
Kawasan Permukiman perencanaan fisik di bidang
Provinsi Maluku (Website) | perumahan dan kawasan
;e”v““l:a” Sa‘af”e Tersediannya Database Dinas
23 Pe"”"‘z_ an :” (@Wasan | perymahan dan Kawasan 1,00 | Paket Rp 275,00 9957 | Rp 377,72 Rp 250,00 Rp 267,50 Rp 28623 Rp 30054 Rp 148198 | perumahan | Ambon
ermukiman Provinsi 5 .
ot Permukiman Provinsi Maluku dan Kawasan
;e”v““l:a” dRe"E“a Dinas | rersedianya Renstra Dinas Provinsi
2.4 |perumanandankawasan - permahan dan Kawasan 1,00 | Dokumen Rp 200,00 Rp 200,00 Rp - Rp - Rp - Rp 200,00 | Maluku | Ambon
Permukiman Provinsi 5 .
Permukiman Provinsi Maluku
Maluku
2.5 |Pembuatan Aplikasi E-Office |Tersidianya Aplikasi E-Office 1,00 | Paket Rp 250,00 Rp 250,00 Rp 250,00 Ambon
Penyusunan Rencana Aksi | Jumlah rencana aksi
2.6 |Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1,00 | Dokumen Rp - Rp - Rp - Rp - Ambon
Rekonstruksi Pasca Bencana | Pasca Bencan
Pedoman perolehan IMB  |Jumlah IMB dan spesifikasi
2.7 |dan Spesifikasi Rumah Layak |Rumah Layak Huni Yang 1,00 | Paket Rp - Rp - Rp - Rp - Ambon
Huni disusun
2 rencana
pembangunan yang penataan kawasan
jt yang
berbasis gugus mengacu pada RTRW
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BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(Pagux Rp 1.000.000)

Indikator Kinerja CD‘“I" Target Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
apaian :
Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Tnlnan,Sasaran.Program pada Awal | Satuan Tahun Ke-1 (2019) Tahun Ke-2 (2020) Tahun Ke-3 (2021) Tahun Ke-4 (2022) Tahun Ke-5 (2023) Periode Renstra 2024 Perangkat .
(outcome) dan Kegiatan Tah Daerah Lokasi
(output) ELIT) Target Rp Hutang 2018 Perubahan Rp |  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung
= S
purau 3.P Pe b:
Terlaksananya rogram Pengembangan G leaaesiza 73,91 | Persen 73,93 | Rp 5.780,99 730,50 Rp 4.912,46 73,96 8.380,00 74,09 | Rp  8.799,00 74,37 | Rp 9.238,95 74,77 | Rp  9.700,90 74,77 | Rp 38.938,24
pembangunan, Perumahan Rumah Layak Huni
, |penataan dan
pengembangan
ketersediaan rumah
bagi MBR
3.1 |Penyusunan Perda RP3KP  |Jumlah Perda RP3KP yang Dokumen Rp - 1,00| Rp -
disusun
Ambon
3.2 |Pembangunan Rumah Terlaksanannya
Pembangunan Perumahan 8,00 Unit 1500 | Rp 3.180,99 32502 | Rp  2.811,88 40,00 | Rp  1.880,00 42,00 | Rp  2.446,50 45,00 | Rp 2.568,83 47,00 | Rp  2.697,27 47,00 | Rp 12.404,47 Ambon
Bagi kurang
33 |Rehabilitasi Rumah Tidak | Terlaksanannya Rehabilitasi
Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni Bagi 94,00 Unit 60,00 | Rp 2.200,00 405,49 | Rp  1.700,58 200,00 | Rp  5.500,00 210,00 | Rp 5.775,00 220,00 | Rp 6.063,75 230,00 | Rp  6.366,94 230,00 | Rp 25.406,27 Ambon
Dinas
MBR
- - - Perumahan
3.4 | Pelatihan Pertukangan Terlatihnya Para Tukang Kegiatan Rp 577,50 Rp 606,38 Rp 636,69 5500 | Rp  1.127,50 |\ ' owasan | Ambon
3.5 | Sosialisasi Pembiayaan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan 1,00 | Rp 400,00 1,00 | Rp 400,00 Permukiman
Perumahan dan Fasilitasi | Pembiayaan dan provinsi |,
Pembentukan Pokja PKP 11 |fasilitasiPembentukan Pokja Maluku mbon
Kab/Kota PKP 11 Kab/Kota
36 | Kemitraan Terlaksananya penataan Kegiatan Rp 50000 Rp 500,00
kementerian/lembaga/pem | penge,mbangan perumahan A
da, TNI/POLRI, perguruan | kawasan kumuh dan rawan mbon
tinggi, media dan bencana
3.7 | Studi Investigasi dan desain | Terlaksananya penataan Kegiatan Rp 50000 R 500,00
penataan penge,mbangan perumahan
kawasan kumuh dan rawan Ambon
bencana
1 judnya tata kelola
: Tingkat Pemenuhan
dan yang |4 Program Pelayanan 3
LI ersen 100 | Rp 2.714,32 Rp 2.845,57 100 | Rp 3.859,88 100 | Rp  4.052,87 100 | Rp 4.255,52 100 | Rp 4.468,29 100 | Rp 19.482,14
peningkatan efektif, efisien dan Administrasi Perkantoran g:::;“‘"a' Perangkat P P P P P p ™ p
aparatur
4.1 |Penyediaan jasa Jasa Kantor,
sumber daya air dan listrik | sumber daya air dan listrik Paket Rp 200,00 Rp 20000 Rp 12500 Rp 13125 Rp 137,81 Rp 14470 Rp 73877 Ambon
Dinas
4.2 yediaan jasa i T jasa Paket Perumahan
(antor (ebersihan kantor Rp 300,00 88,00 | Rp 388,00 R 31000 R 32550 Rp 341,78 Rp 35886 Rp 172414 | danKawasan | Ambon
43 | penyediaan alat tulis kantor I::f;”””v”'a"”"s Paket Rp 150,00 Rp 150,00 Rp 100,00 Rp 105,00 Rp 11025 Rp 11576 Rp 581,01 | Provinsi Ambon
Maluku
44 | penyediaan Barang Cetak  |Terlaksananya barang cetak Paket Rp 150,00 Rp 150,00 Rp 150,00 Rp 157,50 Rp 16538 Rp 17364 Rp 796,52 Ambon
dan Pengadaan dan
45 |penyedi T Paket
instalasi l instalasi lstri R 50,00 Rp 50,00 Rp 75,00 Rp 7875 Rp 8269 Rp 8682 Rp 373,26 Ambon
bangunan kantor bangunan kantor
4.6 |Penyediaan makanan dan | Terlaksananya Makanan dan Paket Rp 150,00 Rp 150,00 Rp 200,00 Rp 210,00 Rp 22050 Rp 231,53 Rp  1.012,03 Ambon
minuman minuman binas
4.7 |Rapat-rapat koordinasi dan | Terlaksananya Rapat perumatan
Konsultasi ke Luar Daerah | kordinasi dan konsultasi ke oK Rp 699,96 Rp 700,00 R 75690 Rp 79475 Rp 83448 R 87621 Rp 396233 | %" | indonesia
luar daerah '
4.8 |Rapat-rapat koordinasi dan | Terlaksananya Rapat oot i
Konsultasi ke dalam daerah | kordinasi dan konsultasi ke oK Rp 150,00 Rp 15000 Rp 13585 R 142,64 Rp 149,77 Rp 157,26 Rp 73553
Maluku | Kab/Kota
dalam daerah
4.9 |Penyediaan jasa tenaga | Terlaksananya jasa tenaga
P P orang Rp 864,36 Rp 907,58 Rp  2.007,13 Rp  2.107,49 Rp 221286 Rp  2.32350 Rp  9.558,56 Ambon
B D | et e Persen 100 | Ro 2.050.00 Ro 2.599.41 100 | R0 1.120.98 100 | Ro  1.177.03 100 | Ro 1.235.88 100 | Ro 1.297.67 | 100 |Ro 7.430.97
dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur
51 |Peng N Jumlah dinas yang 2 Unit Rp 600,00 Rp 600,00 Rp 315,00 Rp 33075 Rp 34729 Rp 159304 Ambon
dinas/Oprasional diadakan
4. |Pengadaan peralatan Jumlah peralatan kantor Paket Rp 250,00 18422 |Rp 43422 Rp 11988 Rp 12587 Rp 132,17 Rp 13878 R 95091 Ambon
sedune kantor vang diadakan
43 | pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang Paket Rp 200,00 19936 [ Rp 399,36 R 122,26 Rp 12837 Rp 13479 Rp 14153 Rp 92632 Dinas Ambon
diadakan Perumahan
4.4 |Pemeliharaan rutin/berkala | Jumiah Gedung Kantor yang dan Kawasan
gedung dan kantor dipelihara Paket Rp 100,00 Rp 10000 R 12859 R 135,02 R 14177 R 14836 R 65424 | permukiman | Ambon
Provinsi
4.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Maluku
Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Unit Rp 400,00 Rp 400,00 Rp 42025 R 28376 Ro 297,95 R 31285 Rp 171481 Ambon
Dinas/O; dipelihara
4.6 | Rehabilitasi Sedang / Berat | Jumlah gedung yang
Gedung Kantor direhabilitasi Kegiatan Rp 500,00 16582 | Rp 665,82 R 33000 Rp 189,00 Rp 198,45 Rp 20837 Rp 159165 Ambon
- Persen 100 [Rp 250,00 “Re 250,00 100 [Rp 250,00 100 [Rp 262,50 100 [Rp 275,63 100 [Rp 294,92 100 o 1.398.61
. .| Presentase peningkatan
6. Program Peningkatan Kapasitas el
Sumber Daya Aparatur Eompstensl/keahian
'va Ap: aparatur perangkat daerah
pendidikan. pelatih Jumlah Pelatihan, Sosialisasi, o
6.1 [Pendidikan, Pelatihan, | gringan Teknis yang Kegiatan Rp 250,00 Rp 250,00 Rp 250,00 Rp 262550 Rp 27563 Rp 29492 Rp 133304 inas | ndonesia
Sosialisasi, Bimbingan Teknis | %! Perumahan
7. Program
Sistem Pel capaian Persen 100 |Rp 450,00 - |Re 450,00 100 |[Rp 550,00 100 |Rp 577,50 100 |Rp 606,38 100 [Rp 636,69 100 R0 2.492.12
Capaian Kineja dan Keuangan |Kinerja dan laporan
keuangan perangkat
daerah
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BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(Pagu x Rp 1.000.000)

Indikator Kinerja c;ﬁn Target Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir | Unit Kerja
ji ji 5 . = = = Periode Renstra 2024
Tujuan Sasaran Kode|  program/Kegiatan Tujuan,Sasaran,Program | S0 o Tahun Ke-1(2019) Tahun Ke-2 (2020) Tahun Ke-3 (2021) Tahun Ke-4 (2022) Tahun Ke-5 (2023) Perangkat _
(outcome) dan Kegiatan | % Daerah Lokasi
(output) ahun Target Rp Hutang 2018 PerubahanRp | Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung
Rapat-Rapat konsultasi dan
7.1 |oordinasi keluar daerah Kegiatan Rp 100,00 Rp 105,00 Rp 110,25 Rp 11576 Rp 43101 Dinas Indonesia
(koordinasi laporan Perumahan
keuangan, aset) dan Kawasan
Monitoring, Evaluasi Permukiman
Pengendalian ) Provinsi 1
7.2 Kegiatan Rp 450,00 Rp 450,00 Rp 450,00 Rp 472550 Rp 496,13 Rp 52093 Rp  2.389,56
Program/kegiatan dan € P P P P P P P Maluku | Kab/Kota
8. Program Peningkatan dan P;’“::::ﬂ"‘::':g:""“
Pengembangan Pengelolaan peng 8 Persen 100 | Rp 250,00 - | Rp 250,00 100 | Rp 200,00 100 | Rp 210,00 100 | Rp 219,50 100 | Rp 230,48 100| R0 1.101.97
pengelolaan keuangan
Keuangan Daerah
(aset)
Penataan Aset-Aset Dinas Jumlah aset-aset dinas Dinas
81 |Perumahan danKawasan |perumahan dan kawasan Paket Rp 250,00 Rp 250,00 Rp 200,00 Rp 210,00 Rp 219,50 Rp 23048 Rp 110998 | | On%S Ambon
Permukiman Provinsi nermukiman vang ditata erumanan
TOTAL Rp 86.555,11 19.391,4 | Rp 74.235,45 Rp 69.503,47 Rp 72.978,65 Rp 76.626,70 Rp 80.463,42 Rp 348.241,47
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RENSTRA DINAS PKP PROVINSI MALUKU

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Maluku yang mengacu pada Indikator Kinerja pembangunan daerah Provinsi
Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

. . OIS
Bidang Urusan Pemerintzhan Indikator el Capaien Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kineri
N . Kinarja 4 Perangkat Daerah
KODE Ho dan Program Prioritas Kinarja Program Awal Satuan 2015 2020 2021 2022 2083 | e Penanggung Jawab
Pambangunan {outcome) REIMI Targst Targat Targst Targat Targst Targat
1 i 2 E] 4 5 T ] 11 13 15 1T
| |URUSAN WAJIE PELAYANAN DASAR
4| 4| 4 [Perumzhan dan Kawasan Parmukiman
1 | Pragram Pengembangen Perumahan CRKP
Cekiupan Kedermediazn 7381 | Persen | 7383 7385 7409 7497 THIT 47 CPKP

Rumsh Layak Huni
Pragram Paningkatan Kuglitas
Lingkungan Parmukimen LPKE

Cakupen Presarens dan
Sarana Desar Perumahan 7.28 Perzan 10.70 14.43 16.35 2247 26.79 26.79 DFKF
yarg Tarlengani (FSU)

Persantaze Pangurangan
Luas Kewasen Permukiman | 5885 Persan 6345 BT ET 7119 70.76 8510 45.10 DFKF
foamuh

Pragram Peleyanan Administrasi

3 DFKF

Perkantoren
Tingkat Pemaruhan
Operasional Perangkat Persan 100 100 100 100 100 100 CRER
Craerah

Pragram Paningkatan Sarana dan
Prazarana Aparatur

Tingkat Pemanuhan Sarane

. Parzan 100 100 100 100 100 100 DFKF
den Prasarara Kedqe
5 Pragram Parencenaan Pembangunan
Daerah
Tingbeat Pekakaansan Perzan 100 100 100 100 100 100 CRKP

Pembanguran Dearah
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RENSTRA DINAS PKP PROVINSI MALUKU

BAB VilI
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun untuk memberikan arahan
dalam pelaksanaan program kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Program kerja yang telah disusun diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan
Misi  Provinsi Maluku dan peningkatan fungsi kelembagaan dan pelayanan vyang
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.
Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sangat
dipengaruhi oleh faktor baik intern maupun exstern organisasi sehingga potensi organisasi
harus dikembangkan secara xoptimal dalam rangka mewujudkan arah dan sasaran yang

telah disepakati.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Maluku Tahun 2019-2024 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di
lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam mendukung
pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Provinsi Maluku

Ir. FRANS JOHANIS PAPILAYA, M.Si
NIP. 19610312 198603 1 021
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PROVINSI MALUKU

ABOUT US :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman { @ °
Provinsi Maluku
» www.perkim.malukuprov.goy G@dpkp_maluku

N ‘vpkppromal@gmail-coy PKP PROMAL

@dpkp_maluku




